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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ¢
bagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19

Kutipan Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ek
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf | untuk Penggunaan Secara K
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
Rpl00.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Setiap QOrang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta at
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimak
(1) huruf ¢, huruf d, huruf 7, dan/atau huruf b untuk Penggunaan Secara
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana d
Rp500.000.000.- (li=a ratus juta rupizh).

{(3) Setiap Orang ¥ang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta ata
melakukan pelanggaran hak ekanomi Pencipta sebagaimana dimaksu
(1) huruf a, huruf b, huruf &, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Se
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana
Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lam
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- {empat milia
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Laboratorium terpadu merupakan bagian yang tidak terpisah-

kan dalam pembelajaran, terutama dalam menyikapi adanya

Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNI. Laboratorium Terpa-
du dalam proses pembelajaran menjadi tempat melatih dan berlatih
mahasiswa menekuni suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian.
Salah satu Laboratorium Terpadu yang ada pada Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Raden Fatah Palembang adalah Laboratorium Terpadu
Hukum.

Laboratorium Terpadu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran hukum. Di
sini pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian yang me-
nempatkan posisi yang strategis dan mulia (Officium Nobile). Di sam-
ping itu, Laboratorium Terpadu Hukum merupakan standar profesi
yang menjadi tolok ukur agar ia memperoleh kepercayaan masyara-
kat untuk menjamin proses pendidikan. Hal lain yang tidak kalah
pentingnya Laboratorium Terpadu Hukum merupakan wujud aktual
dalam menyikapi adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ten-
tang Advokat, karena di Laboratorium Terpadu Hukum mahasiswa
akan mendapatkan pembelajaran menumbuhkembangkan minat dan
bakat sebagai tenaga praktisi penegak hukum (Law enforcement) dan
menjawab kebutuhan riil masyarakat pencari keadilan di berbagai
lingkungan peradilan di Indonesia maupun di luar negeri.
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Sangat kita sadari bahwa materi kuliah secara teoretis tidaklah
cukup, untuk mewujudkan ita semua menekankan pada aspek penge-
tahuan dan pengalaman (praktik) di Laboratorium Terpadu Hukum.
Salah satu bidang keahlian yang di praktikkan di laboratorium Terpadu
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum adalah Pendidikan Latihan Ke-
mahiran Hukum (PLKH).

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Latihan Kemahiran Hu-
kum (PLKH) ini sangat diperlukan buku sebagai pedoman bagi maha-
siswa untuk mempraktikkan materi yang telah tertuang dalam silabi
matakuliah PLKH tersebut. Pembelajaran PLKH ini diberikan dalam
bentuk teori 30% dan praktik 70% dengan harapan agar mahasiswa
lebih baayak memiliki pengalaman praktik.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan membantu bagi para ma-
hasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembaag
dalam memahami hukum yang berlaku di Negara Hukum Indonesia.
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B. SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH : PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM
KODE MATA KULIAH :
BOBOT 5KS 1 6

Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu menguasai teknik acara per-
adilan agama, teknik acara pidana, teknik acara
perdata, teknik acara peradilan tata usaha negara,
teknik acara peradilan militer, teknik perancangan
kontrak, teknik perancangan perundang-undangan,
teknik acara penyelesaian sengketa diluar pengadil-
an (ADR/CDR), teknik pengujian peraturan perun-
dang-undangan dan mampu mengaplikasikannya
dalam praktik.

Kompetensi Dasar dan Indikator Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar Indikator Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu me- . Mempraktikkan pembuatan surat kuasa,
nguasai teknik acara surat gugatan/permohonan.

peradilan agama. . Menjelaskan cara pemanggilan para pihak
di persidangan.

Menjelaskan cara mediasi/perdamaian per-
kara di pengadilan agama.

Menjelaskan tahapan pemeriksaan perka-
ra di pengadilan tingkat pertama.
Menjelaskan macam-macam upaya hukum.
Menganalisis contoh-contoh kasus perdata
peradilan agama.

Membuat skenario persidangan kasus per-
data peradilan agama.

Simulasi Sidang kasus perdata peradilan
agama.

Mahasiswa mampu me- . Mempraktikkan pembuatan surat panggil-
nguasai teknik acara pi- an.

dana. . Mempraktikkan pembuatan surat kuasa
penyidikan.

Mempraktikkan pembuatan berita acara
pemeriksaan (BAP) saksi tersangka.
Mempraktikkan pembuatan surat penang-
guhan penahanan (dalam klien akan ditahan)
dengan kemungkinan adanya pra-peradilan.
Memahami acara persidangan kasus pida-
na, meliputi:

a. Surat kuasa.

b. Panggilan sidang.
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i3 li Mahasiswa mampu me-
; Inguasal teknik acara
| perdata.

_ Gimulasi sidang kasus perdata.

| e
r

e | 9.

CaSi

~os th

negara. 3.

lanjutan...

Pembacaan dakwaan.
Eksepsi.
e. Acarapemeriksaan:
(1) Formalitas persidangan;
(2) Tahapan cara pemeriksaan persi-
dangan;
(3) Cara pengajuan keberatan;
(4) mencatat pemeriksaan saksi dan
saksi ahli.
f Pembacaan tuntutan.
g. Pledoi.
h. Rep!ik{o1ehjaksa}‘
|
}
k

= e

Duplik (oleh terdakwa atau kuasa).
Acara pembacaan putusan.
. Pengambilan putusan.
|. Menyatakan banding.
Menjelaskan macam-macam upaya hukum.
Menganalisis contoh-contoh kasus pidana.
Membuat skenario persidangan kasus pi-
dana.
Simulasi sidang kasus pidana.

Mempraktikkan pembuatan surat kuasa.
Menjelaskan macam-macam gugatan: gu-
gatan perdata biasa, gugatan class action/
perwakilan, gugatan legal standing, gugatan
citizen law suit.

Menjelaskan acara mediasi/perdamaian.
Menjelaskan tahapan pemeriksaan perka-
ra pada pengadilan tingkat pertama.
Menjelaskan macam-macam upaya hukum.
Menganalisis contoh-contoh kasus perdata.
Membuat skenario persidangan kasus per-
data.

Mempraktikkan pembuatan surat kuasa.
Mempraktikkan pembuatan surat gugatan
ke PTUN.

Menielaskan pemeriksaan persiapan dan
perbaikan gugatan.

Menjelaskan cara pemanggilan sidang.
Menjelaskan proses atau tahapan peme-
riksaan perkara TUN di pengadilan tingkat
pertama.

Menjelaskan macam-macam upaya hukum
dalam kasus TUN.
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lanjutan...

Menganalisis contoh-contoh kasus tata
usaha negara.
Membuat skenario persidangan kasus tata
usaha negara.

. Simulasi sidang kasus tata usaha negara.

Mahasiswa mampu me-
nguasai teknik acara
peradilan militer.

Mempraktikkan pembuatan surat panggil-
an.

Mempraktikkan pembuatan surat kuasa
penyidikan.

Mempraktikkan pembuatan berita acara
pemeriksaan (BAP) saksi tersangka.
Mempraktikkan pembuatan surat penang-
guhan penahanan (dalam klien akan ditahan)
dengan kemungkinan adanya pra-peradilan.
Menjelaskan tahapan pemeriksaan perka-
ra di pengadilan tingkat pertama.
Menjelaskan macam-macam upaya hukum.
Menganalisis contoh-contoh kasus pidana
militer.

Membuat skenario persidangan kasus pi-
dana militer.

Simulasi Sidang Kasus Pidana militer.

Mahasiswa mampu me-
nguasai teknik peran-
cangan kontrak.

Menjelaskan pengertian, syarat dan asas-
asas kontrak bisnis.

Menjelaskan bentuk-bentuk kontrak bisnis.
Menjelaskan tahapan pembuatan kontrak.
Menjelaskan anatomi kontrak.
Menjelaskan klausula kontrak yang spesifik.
Menjelaskan cara penyelesaian permasa-
lahan dalam kontrak.

Mempelajari contoh-contoh dalam kontrak.
Mempraktikkan pembuatan suatu kontrak
bisnis.

Mahasiswa  mampu
menguasai teknik per-
ancangan peraturan
perundang-undangan.

Manjelaskan dasar hukum pembentukan
peraturan perundang-undangan.
Menjelaskan Materi muatan dalam per-
aturan perundang-undangan.

Menjelaskan perencanaan penyusunan
peraturan perundang-undangan.
Menjelaskan tahapan pembentukan per-
aturan perundang-undangan.

Menjelaskan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan.

Menjelaskan tata cara pengujian peraturan
perundang-undangan.
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lanjutan...

8. | Mahasiswa mampu me- | 1. Menjelaskan pengertian ADR/CDR. —|
nguasai teknik penye- | 2. Menjelaskan macam-macam penyelesaian
lesaian sengketa di luar sengketa di luar sidang pengadilan.
pengadilan (ADR/CDR). | 3. Menjelaskan pengertian arbitrase, dasar

hukum, kewenangan arbitrase.

4. Menjelaskan cara pembuatan surat kuasa,
surat gugatan ke badan arbitrase.

5. Menjelaskan tahapan/proses penyelesaian
perkara melalui badan arbitrase.

6. Menjelaskan Eksekusi putusan badan Arbi-
trase.

7. Menjelaskan pengertian mediasi.

9. | Mahasiswa mampu me- | 1. Menjelaskan pengertian Hak menguji.
nguasai teknik peng- | 2. Menjelaskan hak menguji peraturan per-
ujian peraturan perun- undang-undangan di bawah UU terhadap
dang-undangan, uuD.

3. Menjelaskan tahapan dan prosedur peng-
ajuan, pemeriksaan dan putusan gugatan
serta permohonan uji materiel.

4. Menjelaskan hak menguji UU terhadap
UUDRI 1945,

5. Menjelaskan tahapan tata cara beracara
dalam perkara pengujian UU terhadap
uuD, J

Deskripsi Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah Pendidikan Kemahiran Hukum 1
A.Tujuan Pembelajaran
01. | Pengetahuan:
| a. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan agama.
| b. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara pidana.
c. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara perdata.
[ d. memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan tata usaha
negara.
e. Memiliki pengetahuan tentang teknik acara peradilan militer.,
f.  Memiliki pengetahuan tentang teknik perancangan kontrak.
g Memiliki pengetahuan tentang teknik perancangan perundang-un-

dangan.

Memiliki pengetahuan tentang teknik penyelesaian sengketa di luar
pengadilan (ADR/CDR).

Memiliki pengetahuan tentang teknik Pengujian Peraturan Perun-
dang-undangan.
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lanjutan...

Sikap:
a. Antusias mendalami bidang pendidikan latihan kemahiran hukum.
b. Kritis dalam merespons setiap perkembangan permasalahan hukum.

Keterampilan:

a. Terampil dalam menyelesaiakan kasus-kasus di bidang litigasi dan
nonlitigasi.

b. Terampil dan mampu memberikan solusi terhadap isu-isu perma-
salahan hukum.

B. Strategi

Strategi yang dipakai yakni:
1. Ceramah/kuliah tatap muka.
. Active debate.
Penugasan (mandiri/kelompok).
Case study.
Strategi synergic teaching.
. Presentasi.
. Reading guide.

C. Evaluasi

Presentasi.
Test Tertulis.
Portofolio.
Observasi.
Performance.
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